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Kasus Dugaan
Korupsi pada
Disnakertrans

BANGGALI - Kejaksaan Negeri |

(Kejari) Luwuk melakukan
penggeledahan di kantor Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Banggai terkait kasus
dugaan korupsi dana APBD 2008
melalui program kegiatan pada
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Banggai sebesar
Rp128 juta.

Penggeledahan yang dilakukan
Kejari Luwuk itu, untuk menyita

beberapa dokumen yang belum
diserahkan kepada Kejari Luwuk
terkait korupsi tersebut. Seluruh
staf bagian DPPKAD Kabupaten
Banggai diperintahkan keluar
meninggalkan ruangan, kecuali
beberapa kepala bidang yang
bertanggungjawab soal anggaran.
“Kami meminta seluruh staf
bagian DPPKAD Kabupaten
Banggai keluar dari ruangan,
karena ada penggeledahan yang
dilakukan pihak kejaksaan terkait
kasus dugaan korupsi, kecuali

. para kepala bidang yang

bertanggungjawab soal pengang-
garan,” kata salah seorang
pemeriksa Kejari Luwuk, Budi,
SH, MH kepada para pegawai,

Selasa (20/9) kemarin.

Bukan hanya pegawai yang
dikeluarkan dari ruangan, tapi
wartawan Radar Sulteng yang
datang meliputi aksi pengge-
ledahan itu, juga dikeluarkan dari
ruangan tersebut. “Cukup
seorang wartawan saja, dari salah
satu harian lokal yang meliputi
kegiatan penggeledahan itu.
Wartawan yang lain menunggu
nanti diberikan data dan
keterangan,” katanya petugas itu.

Hal ini menunjukan, pihak
Kejari Luwuk, khususnya para
pemeriksa membuat diskriminasi
terhadap sesama wartawan yang
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meliputi tindakan pengge-
ledahan tersebut. Padahal, para
wartawan itu berasal dari
berbagai media yang berbeda.
“Ini bentuk diskriminasi,” ujar
salah seorang wartawan.
Masih terkait dugaan
korupsi dana APBD pada
Dinas Nakertrans Kabupaten
Banggai, Kejari Luwuk
menemukan adanya kelalaian
beberapa oknum pejabat
terkait. Itu berarti, tersangka
dugaan korupsi itu, bakal akan
bertambah menjadi dua orang

tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Luwuk, M
+Syarifuddin, SH, MH

mengatakan, ada dua calon
tersangka baru yang bakal
ditetapkan menjadi tersangka
+ dalam Kasus tersebut. Namun,
" dua calon tersangka itu, belum
bisa diungkapkan kepada:
publik, karena terkait
dokumen yang belum disita
oleh pihak kejaksaan. Untuk
itu, dua calon tersangka itu,
baru akan diumumkan setelah
keduanya ditahan. “Artinya
dalam kasus korupsi ini,

mustahil hanya melibatkan
mantan bendahara Dinas
Nakertrans  Kabupaten

~ Banggai, Asrul. Yakin saja,

kasus ini terjadi karena ada
pihak lain yang terlibat atau
lalai dalam melaksanakan
tugas-tugasnya. Dokumen
pengusulan pencairan dana
bisa lolos, karena ada
persetujuan dari pejabat
yang lebih di atas,” kata
Kajari.

Seperti diketahui, mantan
bendahara Disnakertrans
Kabupaten Banggai, Asrul
diseret ke Kejaksaan Negeri
(Kejari) Luwuk karena
diduga melakukan tindak
pidana korupsi sebesar
Rp128 juta. Tindak pidana
korupsi mantan bendahara
itu, dilakukan dengan cara
menggelambungkan dana
APBD Kabupaten Banggai.

Penggelambungan dana
APBD melalui program ke-
giatan Disnakertrans Kabu-
paten Banggai membuahkan
temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI yang
kemudian ditindaklanjuti

‘oleh Tim Penyelesaian
Rugi .

Tindakan Ganti
(TPTGR). Namun, proses

TPTGR hanya menghasilkan
kesediaan yang bersangkutan
untuk mengembalikan
penggelambungan dana yang
tidak dapat dipertanggung-
jawabkan.

Kadis Nakertrans Kabupaten
Banggai Drs Djamhar Basir,
Senin (19/9), mengakui,
kasus penggelambungan
dana APBD Kabupaten
Banggai melalui program
kegiatan instansi yang
dipimpinnya telah diproses di
Kejari Luwuk. “Kasus yang
terjadi beberapa tahun lalu itu
adalah hasil temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti oleh
pihak Kejari Luwuk,”
jelasnya. :

Namun, katanya kasus itu
telah ditangani oleh TPTGR
Kabupaten Banggai, sehingga
yang bersangkutan . telah
bersedia mengembalikan dana
itu. Sisa dana yang belum
dikembalikan sekitar Rp106
juta-dari sebesar Rp128 juta

_yang dicairkan melalui

DPPKAD Kabupaten Bang-
gai. “Saya belum mengetahui
sejauhmana - proses dan
tindaklanjut kasus pengge-
lambungan dana tersebut,”
tandasnya.(rd) '










